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Terkait adanya peneri-
maan uang sebesar Rp. 30
juta oleh Kacabjari
Entikong, Anton Suhartono
yang juga selaku Jaksa Pe-
nuntut Umum dari kedua
terdakwa Samsul Bachri
dan Ir. Isno Idham dalam
kasus dugaan korupsi

pengadaan bibit sapi ta-

hun 2007 di Kabupaten
Sanggau beberapa waktu
lalu, ditanggapi aktivis

Laskar Anti Korupsi
(LAKI) Kabupaten
Sanggau.

LAKI berpendapat, .apa

yang dilakukan oleh kedua

tersangka dan Anton sudah

sesuai koridor hukum y&ng -

berlaku, seperti yang diga-
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~ LAKI Nilai Wajar Jaksa
Terima Uang dari Terdakwa

Munawar: Itu Halal

riskan dalam UU nomor 8
tahun 1981 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pida-
na (KUHAP), bahwa penyi-
dik berhak menyita barang
dari hasil tindak pidana,
untuk kepentingan
penyidikan.

“Tidak salah, itu halal
kok. Pada pasal 28
KUHAP,di pasal 28 ayat 1
dan 2 atau 29 ayat 1 huruf
a ‘dan b-nya jelas dikata-
kan, bahwa pényidik ber-
hak melakukan penyitaan
barang yang diduga diper-
oleh sebagai hasil dari tin-
dak pidana. Penyidik da-
lam hal ini adalah Jaksa,”
ujar Humas LAKI,
Munawar, SH ketika

‘disambangi di kediaman-

nya Kelurahan Beringin
Kecamatan Kapuas
Sanggau, Minggu (20/3).

Dijelaskan Munawar,
untuk melakukan
penyitaan JPU harus me-
miliki dasar, yakni audit
BPK, yang memuat adanya
kerugian negara dalam per-
kara itu. Demiliki unsur-
unsur bahwa terdakwa di-
duga telah melawan hukum
dengan cara memperkaya
diri, orang lain ata
berkorporasi yang dapat
merugikan keuangan nega-
ra atau perekonomian nega-
ra.

“Landasannya harus je-
las dulu, kalau berdasar-
kan hasil audit, telah dite-
mukan kerugian negara se-
besar Rp. 132, 500, 000, pe-
nyidik berhak menyita. Itu
diatur pada UU nomor 31
tahun 1999 pasal 2 dan UU
nomor 20 tahun 2001 ten-
tang Tindak Pidana Korup-

si. Kalau tidak terbukti, ya
dikembalikan lagi ke ter-
dakwa,” paparnya.

Munawar juga memban-
tah, jika sebelumnya kua-
sa hukum terdakwa, Ukar
Pruyambodo, SH
menaytakan, hal itu telah
melanggar asas praduga ti-
dak bersalah, karena klien
yang bersangkutan belum
diputus sebagai terpidana
oleh PN Sanggau.

“Tidak begitu, pasal 42-
nya (KUHAP,red) menye-
butkan ini untuk kepen-
tingan penyidikan. Cuman
yang saya bingung pernya-
taan Anton yang bilang di
koran, bahwa ini (uang 30
juta) untuk cicilan awal
untuk pengembalian uang
negara, karena audit su-
dah menyatkan ada keru-
gian negara disitu. Dalam

bahasa hukum tidak me-

ngenal kata cicilan,”
kritiknya.
Di samping itu,

Munawar juga mengata-
kan, meskipun penyitaan
yvang dilakukan penyidik
adalah kewenangan yang
dilindungi Undang-undang,
namun penyitaan yang di-
lakukan oleh Jaksa Penun-
tut itu hanya dapat dilaku-
kan jika yang bersangkut-
an telah mengantongi surat
izin dari Pengadilan Negeri
setempat, dan wajib segera
melapor kepada PN setem-
pat guna mendapatkan per-
setujuan.

“Ada dijelaskan di (pa-
sal) 38 ayat l-nya. Tapi
permasalahannya kalau
sekarang sudah cukup ter-
lambat, proses sidang su-
dah jauh, coba dari awal-

awal kemarin,” tambah
alumnus Fakultas Ilmu
Hukum Untan itu.
Sementara itu, permin-
taan izin dan persetujuan
dari Jaksa Penuntut
Umum, Anton Suhartono
kepada majelis hakim PN
Sanggau terhadap

.penyitaan uang sebesar

Rp./ 30 juta. dari terdakwa
terpaksa ditangguhkan, ka-
rena mengingat alasan pro-
ses sidang yang kini telah
masuk pada pemeriksaan
saksi-saksi. ;

“Nantilah kita akan
diskusikan dulu, apakah
nanti pengadilan akan me-
nyetujuinya atau tidak, ka-
rena ini sudah terlalu
lama,” kata Hakim Ketua,
Lie Sony, yang juga selaku
Ketua PN Sanggau belum
lama ini. o
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